BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Tumpang Tindih tanah merupakan salah satu Sengketa tanah di Kabupaten
Merangin, terkiat dengan penyelesaian Tumpang Tindih Tanah di Kabupaten
Merangin dapat ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Peran
dari Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin sudah sesuai dengan peraturan
yang berlaku Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Penaganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Melihat dari beberapa kasus
yang ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Kantor Pertanahan
Merangin memberikan tahapan-tahapan penyelesaian sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penaganan dan Penyelesaian
Kasus Pertanahan dalam Pasal 6 terdapat tahapan-tahapan yang dapat dilakukan
kantor Pertanahan kabupaten Merangin untuk menyelesaikan sengketa Tumpang
tindih tanah, tetapi dalam ketentuan pasal 6 ayat (3) menyatakan tahapan-
tahapan penanganan sengketa dapat dikesampingkan, jika pengklasifikasi kasus
ringan dan sedang, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin
Mengesampingkan Tahapan-tahapan sesuai dengan pasal 6 Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penaganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin menyelesaikan kasus Tumpang tindih
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tanah dengan tahapan yakni Pengkajian Kasus, Penelitian, Ekspos Hasil
Penelitian dan Penyelesaian akhir (Mediasi) yang dimana pada akhirnya tetap

sama yakni penyelesaian sengketa Tumpang tindih tanah tersebut.

. Saran

Tumpang Tindih Tanah dapat terjadi tentunya adanya beberapa faktor
yakni adanya petugas-petugas dari kantor Pertanahan Kabupaten Merangin yang
lalai akan kewajibannya, mengingat juga bukan hanya dari kelalaian petugas dari
kantor pertanahan Kabupaten Merangin, dapat juga kelalaian dari masyarakat
terikat membeli tanah. Dalam hal ini sangat diperlukannya pengawasan terhadap
pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Merangin terkiat dengan kinerja pegawai
kantor Pertanahan kabupaten Merangin dan juga pengedukasian dengan
melakukan sosialiasi terkiat dengan produk Badan Pertanahan Nasional yakni
“Sentuh Tanahku”, yang dimana dengan aplikasi ini tentunya, sebelum
melakukan pembelian objek tanah, masyarakat dapat mengetahui status dari
tanah tersebut dan letak-letak tanahnya untuk menghindari tumpang tindih

tanah.
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